
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMOR :     6  TAHUN 2009 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK 
 

NOMOR       6     TAHUN 2009 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN AIR  TANAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LEBAK, 
 

Menimbang : a. bahwa air tanah sebagai sumber daya yang vital bagi kehidupan 
manusia dalam pengambilan dan pemanfaatannya harus 
memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga diperlukan 
pengaturan dan pengendalian dalam pengambilan dan 
pemanfaatannya ; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin 
Penggunaan Air Tanah ; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209) ; 

 
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3699) ; 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4010) ; 

 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4377) ; 

 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725) ; 

 

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4959) ; 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara  
Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3225) ; 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ; 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4139) ;  

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   
4161) ; 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4593) ; 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737) ; 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741) ; 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   
4859) ; 

 
18. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II Lebak Nomor 

6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran 
Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor 
3 Seri E) ; 

 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) ; 

 
 



20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 
Nomor 13) ; 

 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 

tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ; 

 
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 
2007 Nomor   10) ; 

 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lebak Tahun 2008 Nomor 3) ; 

 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 17) ; 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK 
 

dan 
 

BUPATI LEBAK 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN 
PENGGUNAAN AIR TANAH. 

 
 

 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 
 
 



Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Kabupaten Lebak. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak. 
 
3. Bupati adalah Bupati Lebak. 
 
4. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang air tanah. 
 
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak yang mempunyai tugas 

dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan otonomi daerah di bidang Air Tanah. 
 
6. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi 

membantu Bupati dalam penyelenggaraan otonomi daerah di bidang Air Tanah. 
 
7. Air adalah semua Air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut 

dan air posil. 
 
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan 

tanah. 
 
9. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat 

semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air 
Tanah berlangsung. 

 
10. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan 

tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah yang cukup dan 
ekonomis. 

 
11. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian 

izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah. 
 
12. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, 

mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan 
pengendalian daya rusak air tanah. 

 
13. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi Air Tanah. 
 
14. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, 

sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang 
memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun 
yang akan datang. 

 



15. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, 
pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan 
berdaya guna. 

 
16. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya mencegah, menanggulangi, dan 

memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah. 
 
17. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan 

sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan 
pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah. 

 
18. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air 

untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai 
sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan 
air tanah. 

 
19. Hak Guna Air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan 

memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. 
 
20. Hak Guna Pakai Air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan 

memakai air tanah. 
 
21. Hak Guna Usaha Air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan 

mengusahakan air tanah. 
 
22. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari 

pemanfaatan air tanah. 
 
23. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari 

pemanfaatan air tanah. 
 
24. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, 

kimia, atau biologi, ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang 
mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak sesuai lagi 
dengan peruntukkannya. 

 
25. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, 

bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah. 
 
26. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan 

pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana 
demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya. 

 
27. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan 

perundang-undangan pengelolaan air tanah. 
 



28. Persyaratan Teknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan 
kegiatan di bidang air tanah. 

 
29. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah 

pada akuifer tertentu. 
 
30. Perusahaan Pengeboran Air Tanah adalah Badan Usaha yang sudah mendapat  izin untuk 

bergerak dalam bidang pengeboran air tanah. 
 
31. Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air bawah tanah detail untuk menetapkan lebih 

teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air. 
 
32. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah 

dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yan dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana, atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

 
33. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 

Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau 
bentuk apapun, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana 
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 

 
34. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

 
35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut 
atau pemotong retribusi. 

 
36. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 

Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah 
yang bersangkutan. 

 
37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan 

oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang 
ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

 
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan 

yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 
 
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat 

Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit 
retribusi lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

 



40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan 
tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

 
41. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh 

Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan 
pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi. 

 
42. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib 

Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk 
dengan batas waktu yang telah ditentukan. 

 
43. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang 

diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan 
melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang 
terutang. 

 
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data 

dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan Retribusi Daerah dan 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang Retribusi Daerah. 

 
45. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna 
menentukan tersangkanya. 

 
46. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Lebak yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.    
 
 

BAB II 
 

PENGGUNAAN AIR TANAH 
 

Bagian Kesatu 
 

Umum 
 

Pasal 2 
 

(1) Penggunaan air tanah ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada 
cekungan air tanah. 

 
(2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah. 
 
(3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 

penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah. 



(4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak 
melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah. 

 
(5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas : 

a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah; 
b. kondisi dan lingkungan air tanah; 
c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan 
d. penggunaan air tanah yang telah ada. 
 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air tanah diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
 

Pasal  3 
 

(1) Penggunaan air tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah. 
 
(2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi 
sumber pencemaran serta kondisi  lingkungan sekitarnya. 

 
(3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 

dilakukan pada zona perlindungan air tanah. 
 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengeboran atau penggalian air tanah diatur 

dengan Peraturan Bupati. 
 
 

Bagian Kedua 
 

Pemakaian Air Tanah 
 

Pasal 4 
 

(1) Pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha. 

 
(2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi. 
 
(3) Pemakaian air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) antara 

lain meliputi pesantren, rumah ibadah, dan kantor pemerintah. 
 
(4) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah 

memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah. 
 



(5) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh 
Bupati. 

 
(6) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan kepada 

perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial. 
 

Pasal 5 
  

(1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk 
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat. 

 
(2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-

hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut: 
a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang 

dari 5 cm) ; 
b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali ; atau 
c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak 

menggunakan sistem distribusi terpusat.  
 

(3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian 
rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut: 
a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman ; 
b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air 

permukaan tidak mencukupi ; dan 
c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari 

masyarakat setempat. 
 
 

Bagian Ketiga  
 

Pengusahaan Air Tanah 
 

Pasal  6 
 

(1) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang 
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan: 
a.    bahan baku produksi; 
b.   pemanfaatan potensi; 
c.   media usaha; atau 
d.   bahan pembantu atau proses produksi. 
 

(2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang 
penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat 
setempat terpenuhi. 

 



(3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: 
a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu; 
b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau 
c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu. 

 
(4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan: 

a. rencana pengelolaan air tanah; 
b. kelayakan teknis dan ekonomi; 
c. fungsi sosial air tanah; 
d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan 
e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 

Pasal 7 
 

(1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan 
air tanah.  

 
(2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati.  
 
(3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada 

perseorangan atau badan usaha. 
 
 

Pasal 8 
 

Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (dewatering) 
untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi. 

 
 

Pasal 9 
 

Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan 
air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah. 

 
 
 

BAB III 
 

PERIZINAN 
 

Bagian Kesatu 
  

Tata Cara Memperoleh Izin 
 



Pasal  10 
 

(1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, pemohon 
wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan 
tembusan kepada Menteri dan Gubernur. 

 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi tentang : 

a. peruntukan dan kebutuhan air tanah; 
b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan 
c. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) 

atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 11 

 
(1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati dengan 

ketentuan: 
a. pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara setelah 

memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Menteri; 
b. pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten/kota setelah memperoleh 

rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur; atau 
c. pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah Kabupaten setelah memperoleh 

rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Dinas.  
 

(2) Dinas wajib memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah. 

 
(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit nama dan alamat 

pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau 
pengusahaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban. 

 
(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada 

Menteri dan Gubernur. 
 

 
Pasal  12 

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan rekomendasi teknis diatur dengan Peraturan 
Bupati. 
 

 
Pasal  13 

 
(1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang 

mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah. 
 



(2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar 
perencanaan: 
a.   kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; 
b.   penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan 
c.   debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan. 

 
 

Pasal  14 
 

(1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat 
melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan. 

 
(2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi 
kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah. 

 
(3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui: 
a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan 
b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.  

 
(4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b 

diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran 

atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

 
 

Pasal 15 
 
Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah ditetapkan dalam jangka 
waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. 
 

 
Pasal 16 

 
(1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh Bupati setelah 

memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2). 

 
(2) Dinas dalam memberikan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus 

memperhatikan: 
a. ketersediaan air tanah; dan 
b. kondisi dan lingkungan air tanah. 

 



Pasal 17 
 

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air 
tanah yang diterbitkan. 

 
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran 

atau penggalian. 
 

Pasal 18 
 

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap debit dan kualitas air 
tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan 
sebagaimana tercantum dalam izin. 

 
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil 

pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah. 
 
(3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) paling sedikit memuat: 
a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur; 
b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah; 
c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan 
d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya. 

 
 

Bagian Kedua 
 

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin 
 

Pasal 19 
 
Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk 
memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin. 

 
Pasal 20 

 
Setiap pemegang  izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib: 
 
1. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada 

Bupati ; 
2. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada 

Bupati dengan tembusan kepada Menteri atau Gubernur ; 
3. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk  pemakaian atau pengusahaan  

air tanah; 
4. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati; 
5. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; 



6. membayar biaya jasa pengelolaan air tanah; dan 
7. melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air 

tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat 
membahayakan lingkungan. 

 
Pasal 21 

 
(1) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% 

(sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang 
ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat. 

 
(2) Teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh 

Bupati. 
 

 
Bagian Ketiga 

 
Berakhirnya Izin 

 
Pasal 22 

 
(1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir karena : 

a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan; 
b. izin dikembalikan; atau 
c. izin dicabut. 

 
(2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi 
kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

 
 

BAB IV 
 

RETRIBUSI 
 

Bagian Kesatu  
 

Nama, Objek dan Subjek Retribusi 
 

Pasal 23 
 

(1) Dengan nama Retribusi Izin Penggunaan Air Tanah dipungut pembayaran atas pemberian 
izin pemakaian air tanah dan ijin pengusahaan air tanah. 

 



(2) Objek Retribusi Izin Penggunaan Air Tanah adalah setiap pemakaian air tanah dan 
pengusahaan air tanah. 

 

(3) Subjek Retribusi Izin Penggunaan Air Tanah adalah setiap orang atau badan yang 
memperoleh Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah. 

 

(4) Setiap orang dan/atau badan yang memperoleh izin wajib membayar retribusi. 
 
 

Bagian Kedua 
 

Golongan Retribusi 
 

Pasal 24 
 
Retribusi Izin Penggunaan Air Tanah termasuk ke dalam Retribusi Perizinan Tertentu. 
 
 

Bagian Ketiga 
 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
 

Pasal 25 
 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan cara pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah serta 
banyaknya sumur yang dijadikan titik lokasi pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah. 

 
 

Bagian Keempat 
 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur  
dan Besarnya Tarif Retribusi 

 
Pasal 26 

 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Penggunaan Air 
Tanah  didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 
pemberian izin serta biaya pengawasannya. 

 
 

Bagian Kelima 
 

Struktur dan Besarnya Tarif  Retribusi 
 
 



Pasal 27 
 
(1) Setiap Izin Penggunaan Air Tanah yang diberikan, dikenakan Retribusi. 
 
(2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari : 

a. Retribusi Izin Pemakaian Air Tanah; dan 
b. Retribusi Izin Pengusahaan Air Tanah. 
 

(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Air Tanah adalah sebagai berikut : 
 

a.   Izin Pemakaian Air Tanah 
 

Sumur ke-1 Sumur ke-2 Sumur ke-3 dst 

Rp. 500.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,- 

 
b.   Izin Pengusahaan Air Tanah   

  

Sumur ke-1 Sumur ke-2 Sumur ke-3 dst 

Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 2.000.000,- 

 
c.   Setiap pendaftaran ulang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah 

dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif Retribusi . 
  

 
Bagian Keenam 

 
Wilayah Pemungutan  

 
Pasal 28 

 
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pemberian izin diberikan. 
 

 
Bagian Ketujuh 

 
Saat Retribusi Terutang  

 
Pasal 29 

 
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah. 
 
 



Bagian Kedelapan 
 

Tata Cara Pemungutan 
 

Pasal 30 
 
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kecuali ditentukan lain oleh Bupati. 
 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 

dan diakui oleh Pemerintah Daerah. 
 
 

Bagian Kesembilan 
 

Tata Cara Pembayaran 
 

Pasal 31 
 
(1) Pembayaran Retribusi harus dilaksanakan secara tunai/lunas. 
 
(2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk 

sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD. 
 
(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan 

Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam 
waktu yang ditentukan oleh Bupati. 

 
 

Bagian Kesepuluh 
 

Sanksi Administrasi 
 

Pasal 32 
 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang 
terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 
 
 

Bagian Kesebelas 
 

Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi 
 

Pasal 33 
 
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan retribusi. 



(2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan memperhatikan permohonan dari wajib retribusi sebagai akibat adanya kesalahan 
hitung dan atau kekeliruan penerapan biaya pelayanan. 

 
(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan 

yang tertimpa bencana alam, kerusakan fatal akibat adanya kerusuhan massal atau 
perusahaan yang mengalami kerugian yang dapat dibuktikan. 

 
(4) Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

 
 

Bagian Kedua belas 
 

Tata Cara Penagihan Retribusi 
 

Pasal 34 
 
 

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau 
kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. 

 
(2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
 

 
BAB V 

 
LARANGAN 

 
Pasal 35 

 
Setiap orang dan/atau badan hukum atau pengambil air dilarang : 
 
a. merusak, melepas, menghilangkan meter air dan atau merusak  Segel Tera dan Segel 

Dinas yang terdapat pada meter air atau alat pengukur debit air ; 
 
b. mengambil air dari pipa sebelum meter air ; 
 
c. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin ; 
 
d. menyembunyikan titik pengambilan air atau lokasi pengambilan air ; 
 
e. melakukan pengeboran terlebih dahulu sebelum izin pengeboran diterbitkan ; 
 
f. mengambil Air Tanah sebelum memiliki izin ; 



g. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa mendapat izin dari Bupati ; 
 
h. memindahkan rencana lokasi titik pengeboran dan atau lokasi titik atau lokasi pengambilan 

air tanpa persetujuan dari Bupati. 
 

 
 

BAB VI 
 

P E N Y I D I K A N 
 

Pasal 36 
 
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah. 
 
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lengkap dan jelas ; 

 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana pelanggaran Peraturan Daerah ; 

 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 

dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ; 
 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana pelanggaran Peraturan Daerah ; 

 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan  bahan  bukti  pembukuan, 

pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan 
bukti tersebut ; 

 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan  tindak 

pidana pelanggaran Peraturan  Daerah ; 
 

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang 
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf  e ; 

 
h. memotret  seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan 

Daerah ; 
 



i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi ; 

 
j. menghentikan penyidikan ; 

 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 

pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 
 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan 
dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam  Hukum Acara Pidana. 

 
 
 

BAB VII 
 

UPAYA PAKSA PENEGAKAN HUKUM 
 

Pasal 37 
 
Selain penegakan Peraturan Daerah dengan penetapan sanksi pidana, terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum dengan 
kewenangan pengenaan denda sebagai penerimaan Daerah sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- 
(lima juta rupiah). 
 

 
 

BAB VIII 
 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 38 
 

(1) Barang siapa melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (5), Pasal 7 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 35 Peraturan Daerah 
ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan dan atau 
denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).  

 

(2) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini merupakan pelanggaran. 
 

(3) Pelaksanaan pengambilan Air Tanah yang menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian 
sumber air dan lingkungan hidup diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 



BAB IX 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 39 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak. 
 
 

Ditetapkan di Rangkasbitung 
Pada tanggal 8 Juni 2009      

 
BUPATI LEBAK, 

                 
                cap/ttd. 
        
 H. MULYADI JAYABAYA 

 
Diundangkan di Rangkasbitung 
Pada tanggal  8  Juni  2009 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, 
 
                            Cap/Ttd 
 
 
                   H. RUSWAN EFFENDI 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2009 NOMOR  6 


